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T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) II DEWAN PERtrIAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN BANGKA

PIMPINAN DEWAN PERUIAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BAI{GKA.

Menimbang ; a. bahwa untuk menindaklanjuti paripurna penyampaian
Raperda, maka perlu dibentuk panitia Khusus II suna
melakukan pengkajian dan pembahasan terh;dap
Rancangan Peraturan Daerah sebagaima.ra yang
diamanatkan oleh rapat Paripurna;
bahwa pembentukan panitia Khusus II sebasaimana
dimaksud dalam huruf a di aras, perlu diGrapkan
dengan Keputusan Dewan perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten Bangka;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19S9 tentans
Penetapan Undang-Undang Darura( Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang_Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OOO tentans
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitun[
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033):

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentane partai
Politik lLembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OO8 Nomor 2, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (l€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189) :
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan peraturan perundang_undangai
(Lembaran Negara Republik Indonesia finun Zdt t
Nomor 82, ?ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19
Nomor 183, ?ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerinrahan Daerah (Lembaran NegaJa Republif
lndonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Sg7)
sebagaimana relah beberapa kali diubah terakhii
diubah dengar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20l5
ll-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dai
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tal|un 2O1Z Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O1g tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan perwakilai
Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197):
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun
2015 lentang Pembenr ukan produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O1g (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun
2019 . tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomo. 1O Seri D);
Peraturan Bupati Bangka Nomor 101 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Bedta Daer;h
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran2Oig Nomor 107);

Rapat_ Paripurna penyampaian Raperda Dewan
Perwakilar Rakyar Daerah Kabupaten Bangka tanggal
02 Maret 2O2O;

Rapat Paripurna Pembentukan panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal
02 Marct 2O2Ot

Memperhatikan
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M E M U T U S K A N :

Mene[apkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Membenruk Panitia Khusus (pansus) l l  Dewan
Hakyal Daerah Kabupaten Bangka, dengan
Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Keputusan ini.

Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
mempunyar tugas mengkaji dan membahas Rancangan
r-erarurar Daerah tentang perangkat Desa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Perwakilan
susunan

Lampiran

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 02 Marct2O2O

I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABqPATEN BAI{GKA _^
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Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : r7O/188.3441 /IrI/2O2O
Tanggal : 02 Maret 2O2O

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 02 Maret 2O2O

DEUTAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

KETUA.

NO. NAMA JABATAN FRAKSI

1 Darsani, SH Ketua BBB

2 . dr. Zarrll Khilarti Wakil Ketua PKS-PAN-Hanura

3 . Suian Andiyanto Anggota PDI Perjuangan

4 . Massuri, ST Anggota Gerindra

5 . Deasy Arisandi, SH Anggota Gerindra

6. Ruswanto, A.Md Anggota Golkar

7 . Muhammad Ali Anggota Golkar

8 . Junaedi Surya Anggota Nasdem

9 . H. Hendra Yunus, SE Anggota Demokrat

10. Denny Hasbi, SE Anggota PPP
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